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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN NGARGOYOSO

JI. Kemuning-Batujamus Km. 03 Ngargoyoso Telp. 0271 69001007

KARANGANYAR Kode Pos : 57793

KEPUTUSAN CAMAT NGARGOYOSO
NOMOR 142/ 23 TAHUN 2020
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGLEGOK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
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TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT NGARGOYOSO,

bahwa Rancangan Peraturan Desa Nglegok tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu
dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan Peraturan Desa lainnya;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018, Bupati dapat mendelegasikan
evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

kepada Camat atau sebutan lain;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Nglegok tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021, dengan Keputusan Camat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
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Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoesia Nomor
222/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1641);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
(berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020
Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2020 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor
85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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Menetapkan

dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13
Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 85);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di

Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2017 Nomor 116);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
Nomor 65);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
Nomor 76);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019
tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015
tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Dana Transfer
Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

KESATU . Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Nglegok

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
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Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala
Desa Nglegok menetapkan menjadi Peraturan Desa
Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama
BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa
dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa,
maka Camat atas nama Bupati membatalkan peraturan
dimaksud dengan Keputusan Camat.

Rancangan Peraturan Desa Nglegok tentang APB Desa
yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi
Peraturan Desa tentang APB Desa.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngargoyoso
pada tanggal, Desember 2020
CAMAT NGARGOYOSO,

1. Bupati Karanganyar.

2. Inspektur Daerah Kab. Karanganyar.

3. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar.





